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TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian menarik terkait jaminan kebebasan beragama,
terutama hubungan aliran/kelompok kepercayaan maupun keagamaan
dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah salah
satunya adalah Bagir'. Bagir memfokuskan tulisannya pada pemberlakuan
peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama pada era
reformasi di Indonesia. Bahkan Bagir juga menyisipkan banyak hal dalam
tulisannya tersebut, mulai dari karakteristik dari peraturan tentang
penodaan agama yang ada di Indonesia hingga impact dari penerapan
peraturan tentang penodaan agama tersebut.

Selanjutnya, tulisan dari Rohidin® yang fokus pada pembahasan
probelematika dasar tentang persoalan kebebasan beragama berdasarkan
sudut pandang perundang-undangan. Dalam tulisannya, Rohidin
menjelaskan bahwasanya aspek-aspek yang dibatasi pada UU No.
1/PNPS/1965 masih sangat luas. Ketentuan tersebut oleh beberapa

kalangan dirasa bertentangan dengan peraturan lainnya semisal Pasal 28E,

! Zainal Abidin Bagir, “Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is

Revision Possible?”, Australian Journal of Asian Law, 2013, Vol. 13 No. 2
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Z Rohidin, “Konstruksi Baru Kebebasan Beragama”, (Yogyakarta: FH UlI Press, 2015),

13



14

Pasal 281 UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39/1999 dan Pasal 18 Kovenan Hak
Sipil Politik. Sehingga dari konteks di atas dapat dicermati bahwa
probelematika mendasar yang terjadi terkait isu kebebasan beragama
dikarenakan masih adanya ketidakharmonisan antara satu peraturan
dengan peraturan lainnya. Ini dalam segi hukum akan menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi warga negara itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhairi® dan Zainuddin* tentang
jumlah kasus pelanggaran dalam isu kebebasan beragama dan
berkeyakinan di Indonesia. Keduanya mengutip dari lembaga penelitian
yang berbeda. Zuhairi mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh
United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR, 2003)
yang mencatat dalam kurun waktu 1998-2003 telah terjadi 428 kasus
konflik dan kekerasan bernuansa agama. Selain itu, Zuhairi juga mencatat
data dari Laporan Tahunan 2008 dari Setara Institute yang mencatat 367
tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 265
peristiwa. Sedangkan Zainuddin mengutip penelitian Rumadi (Wahid
Insitute) pada tahun 2008. Rumadi mencatat 232 kasus pelanggaran HAM
berdasarkan beberapa kategori. Kasus pertama, kekerasan berbasis agama
sebanyak 55 kasus. Kedua, penyesatan agama sebanyak 50 kasus. Ketiga,
hubungan antarumat beragama sebanyak 29 kasus. Sedangkan bentuk

pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 280 kasus.

¥ Zuhairi Misrawi, “Rethinking Pluralisme: Telaah Konsep dan Implementasinya dalam
Kehidupan Sosioreligius di Indonesia”, Jurnal Dialogia, Vol. 9, No. 2, Juni 2011, 24-25

* M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, Jurnal “el-
Harakah” Vol. 11, No. 2, Mei-Juli 2009, 99-100
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Kasus pertama, penyesatan agama sebanyak 43 kasus. Kedua,
penyerangan fisik dan penganiayaan sebanyak 35 Kkasus. Ketiga,
pembatasan kebebasan berekspresi sebanyak 27 kasus.

Kemudian ada tulisan dari Hikam® dan Panggabean, dkk®. Dimana
keduanya fokus terhadap pencarian solusi yang tepat bagi konflik atau
kasus SARA yang telah terjadi, termasuk juga tentang isu kebebasan
beragama. Menurut Hikam, penanganan kerusuhan berdimensi SARA
diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya yakni masih kurangnya
analisis dan penjelasan dari pemahaman subjektif mereka para aktor yang
merupakan para pelaku atau korban Kkerusuhan. Hikam kemudian
menjelaskan apabila perspektif subjektif tadi turut dipertimbangkan, maka
gambaran mengenai persoalan yang terjadi akan terlihat, baik itu cara
pandang mereka terhadap realitas yang ada seperti ekonomi, politik, dan
sosial. Hal ini akan membantu proses penyelesaian konflik serta
pemeliharaan integrasi nasional. Sedangkan Panggabean, dkk memilih
mengambil contoh dari sebuah kasus yakni kasus pengadilan Tajul Muluk
(Pimpinan Komunitas Syiah di Sampang, Madura) yang divonis oleh
hakim dua tahun penjara karena tuduhan melakukan perbuatan yang
bersifat penodaan agama terhadap agama Islam. Pada saat itu, hakim
menolak gugatan bahwasanya Pasal 156a KUHP masih diperlukan dalam

rangka memelihara ketertiban. Disini Panggabean, dkk melihat bahwa

® Muhammad A. S. Hikam, “Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society”,

(Jakarta: Erlangga, 1999), 13-14e

® Samsu Rizal Panggabean, dkk, “Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di

Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi”, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2014), 12-
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terdapat dimensi lain dari pendekatan berbasis hak oleh Mahkamah
Konstitusi saat memvonis Tajul Muluk. Dan saat dibawa ke Pengadilan
Tinggi Jawa Timur justru hukumannya ditambah dua tahun sehingga
menjadi empat tahun. Dengan contoh kasus Sampang tersebut,
Panggabean, dkk berusaha menunjukkan bahwasanya pendekatan berbasis
hak juga perlu dikedepankan ketika kita berusaha mencari solusi yang baik
atas terjadinya suatu perkara.

Berikutnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Umam’.
Umam fokus membahas persoalan tentang diskursus kebebasan beragama
dalam wacana HAM internasional. Di dalamnya, ia menyebutkan
bahwasanya setidaknya terdapat delapan norma kebebasan beragama (dan
berkeyakinan) sekaligus mengerangkai isu-isu terkait kebebasan
beragama. Pertama, norma kebebasan internal yang menegaskan
pemberian perlindungan setara bagi setiap agama, keyakinan, dan individu
yang beriman maupun yang tidak. Kedua, norma kebebasan eksternal yang
menegaskan jaminan bebas menjalankan dan mengekspresikan ajaran
agama atau kepercayaannya itu dalam berbagai bentuk manifestasi.
Ketiga, norma batasan kebebasan eksternal yang menegaskan kebebasan
untuk mengekspresikan atau mewujudkan ajaran agama atau kepercayaan
harus tunduk terhadap batasan-batasan hukum untuk menjaga keselamatan
publik, tatanan sosial, dan sebagainya. Keempat, norma tanpa diskriminasi

yang menegaskan negara wajib menghargai kebebasan beragama dan

" Fawaizul Umam, “Kala Beragama Tak Lagi Merdeka”, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2015), 47-50
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berkeyakinan tiap individu warganya tanpa membeda-bedakan perlakuan
dengan alasan dan tujuan apapun. Kelima, norma tanpa paksaan yang
menegaskan individu siapapun tidak boleh tunduk pada tekanan,
intimidasi, paksaan, dan represi yang mengancam kebebasannya untuk
memilih suatu agama atau kepercayaan. Keenam, norma kebebasan
berkumpul dan memperoleh status hukum yang menegaskan bahwa
komunitas keagamaan mempunyai hak untuk mengorganisasi diri
sekaligus mengekspresikan hak dan kepentingannya tentunya disertai
status hukum. Ketujuh, norma hak-hak orangtua dan wali yang
menegaskan mewajibkan negara untuk menghargai dan mengakui
kebebasan orangtua atau wali dalam menjamin pendidikan agama dan
moral bagi anaknya sesuai agama atau keyakinannya sendiri. Kedelapan,
norma nonderogabilitas yang menegaskan negara tidak boleh sama sekali
mengurangi hak kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan
berkeyakinan dalam kondisi apapun, namun apabila berpotensi
mengancam kepentingan publik maka bisa diberikan pembatasan.
Sedangkan untuk penelitian ini cenderung mengambil dari sudut
pandang praksis kebebasan beragama yang diatur oleh konstitusi dalam
sistem tatanan kenegaraan, dimana fokus utamanya adalah penerapan dari
konstitusi UU No. 1/PNPS/1965 di Indonesia dengan menggunakan teori
nalar publik John Rawls, peneliti mencoba meninjau serta menganalisis
persoalan-persoalan kebebasan beragama yang timbul dari peraturan UU

No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau
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Penodaan Agama terhadap aliran-aliran/kelompok-kelompok kepercayaan

dan keagamaan di Indonesia.

B. Kerangka Teori
1. Teori Nalar Publik (Public Reason)

Sebagai sarjana politik John Rawls memiliki pandangan khusus
terhadap keberlangsungan konstitusi dalam kehidupan bernegara.
Meskipun pada awalnya sebenarnya istilah public reason (nalar publik)
pertama kali diucapkan oleh Immanuel Kant yang ia tulis dalam tajuk
rencana pada tahun 1784. Penulisan tersebut juga digunakan Kant untuk
menjawab pertanyaan tentang ‘Apa itu Renaisans?’ Sedangkan Rawls,
lebih mengartikannya sebagai alasan dari seluruh warga negara di dalam
masyarakat yang pluralis®,

Nalar publik (public reason) bisa juga disebut dengan istilah
lainnya yaitu kepentingan umum. Yang mana kepentingan umum itu
terdiri dari berbagai ideologi, etnis, agama, dan semacamnya. Prioritas
kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama selalu memiliki beragam
argumen-argumen yang cenderung subjektif. Sehingga Rawls
mengusulkan untuk menunjukkan bahwa ada hal yang sebenarnya
dibutuhkan oleh masyarakat dalam mencapai suatu kebebasan yang setara.
Tentu saja yang dimaksudkan Rawls adalah prioritas terhadap kepentingan

umum. Dalam perspektif konvensi konstitusional, argumen-argumen untuk

® Dikutp dari “Public Reason”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Public_reason. Diakses
pada 16 November 2015
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mendukung kebebasan yang setara mengantarkan kita pada pemilihan
sebuah rezim yang menjamin kebebasan moral, kebebasan berpikir dan
berkeyakinan, dan praktik keagamaan, meskipun mungkin selalu diatur
kepentingan negara dalam ketentraman dan keamanan publik®.
Bagaimanapun juga memang kepentingan umum itu membuat orang setuju
bahwa kebebasan perlu dibatasi untuk menjamin keteraturan dan
perlindungan masyarakat itu sendiri.

Nalar publik Rawls merupakan suatu konstituen yang berdasarkan
konstitusi. Dimana nalar publik ini menjadi gagasan yang bertujuan untuk
mengakomodir segala keanekaragaman yang ada dalam suatu negara.
Keanekaragaman yang dimaksudkan terserbut seperti halnya dalam
agama, ideologi, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Bahkan dari ideologi
yang berpaham sekuler ataupun yang religius dalam konsep Rawls, semua
itu berusaha diorganisir sesuai konstitusi yang mengatur itu semua. Dari
perbedaan yang beragam tadi, kemudian dijadikan landasan aturan
rasional yang dapat diakui dan diterima ke dalam negara yang plural.
Selanjutnya dia juga menuturkan bahwasanya terdapat beberapa aspek
yang perlu diperhatikan dalam konsep public reason-nya ini, yakni
diantaranya'®; Pertama, pertanyaan-pertanyaan politik mendasar yang
berlaku. Kedua, kepada siapa itu diperlakukan. Ketiga, isinya sesuai

konsepsi politik keadilan yang sewajarnya. Keempat, pada diskusi norma

% John Rawls, “Teori Keadilan”, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), 267

'® John Rawls, “The Idea of Public Reason”, The University of Chicago Law Review,
Vol. 64, No. 3 (Summer, 1997), 767
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koersif penerapan konsep keadilan ini disahkan dalam bentuk hukum bagi
orang yang demokratis. Kelima, masyarakat memverifikasi prinsip-prinsip
yang berasal dari konsepsi mereka tentang keadilan, sudah memperoleh
timbal-balik atau belum. Selain itu, ciri-ciri dalam konsep nalar publik
Rawls terdiri atas 3 hal yakni*'; pertama, sebuah daftar khusus berisikan
hak-hak dasar, kebebasan, dan peluang. Kedua, suatu tugas atas prioritas
spesial bagi tegaknya hak, kebebasan, dan peluang, terlebih dengan hormat
terhadap tuntutan nilai-nilai umum yang baik dan sebenar-benarnya.
Ketiga, ukuran-ukuran yang menjamin seluruh warga negara serta
memadai tujuan dan pemahaman mereka untuk membuat kebebasan-
kebebasan mereka berjalan secara efektif. Rawls memandang ide nalar
publiknya ini sebagai suatu hal pokok ke depannya bagi keberlangsungan
hubungan antara masyarakat dan negara di dalam sebuah tatanan
demokrasi konstitusional™?.

Di dunia Islam, muncul gagasan serupa yaitu civic reason dari
seorang tokoh yang bernama Abdullahi Ahmed An-Na’im. An-Na’im
merupakan salah seorang pemikir muslim yang cukup konsen dengan isu
keragaman di masyarakat. Perbedaan konsep keduanya (antara public

reason dan civic reason) adalah jika An-Na’im membolehkan doktrin

agama menjadi public policy, sedangkan Rawls tidak membolehkannya.

11 H
Ibid, 774
12 Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Islam and the Secular State: Negotiating the Future of
Shari’a”, (London: Harvard University Press, 2008), 98
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Namun, keduanya sepakat bahwa konsep public reason maupun civic
reason akan menyulap doktrin agama menjadi sebuah konsensus publik®.

Selain itu, Rawls juga menegaskan bahwa fakta keberagaman akan
selalu ada, bersifat permanen, dan karenanya mesti diterima. Rawls
menyatakan, “Saya mengusulkan bahwa nalar publik, doktrin-doktrin
komprehensif mengenai kebenaran digantikan oleh gagasan yang dapat
diterima nalar mengenai isu-isu politik (politically reasonable) yang
disampaikan kepada warga negara sebagai warga negara.” Lebih jauh,
“Setiap doktrin komprehensif, religius atau sekular, dapat diajukan dalam
argumen politik, tetapi pada saat yang sama diajukan alasan-alasan publik
untuk argumen mereka. Dengan begitu, pandangan mereka bukan hanya
untuk satu kelompok khusus, tetapi argumen yang dapat (tapi tak harus)
disetujui seluruh anggota masyarakat™*. Pada intinya penyusunan
konsensus adalah bagaimana doktrin-doktrin yang komprehensif
dirumuskan dan diterima dengan baik oleh publik, maka dari itu diajukan
dalam bentuk nalar publik.

Dalam pembahasan ini, penulis cenderung lebih memilih teori
nalar publik (public reason) dari John Rawls. Karena penulis berasumsi
bahwasanya nalar publik yang digagas oleh Rawls cukup relevan dengan
sistem demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia. Serta tujuan

daripada gagasan nalar publik ini cukup positif dan dapat berdampak baik

3 Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Mutamakkin Billa, “Pubik reasoning dan Konflik
Penerapan Syari’ah”, 5

Y Zainal Abidin Bagir dkk, “Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di
Indonesia”, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), 46
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bagi kemajuan dalam pemenuhan hak-hak kebebasan beragama. Dengan
begitu, ada peluang bagi nalar publik Rawls untuk bisa diadopsi dan juga
diterapkan bagi seluruh warga negara di Indonesia. Terlepas dari
kontroversi latar belakang Rawls yang berasal dari Amerika, dan hampir
dominan gagasannya menjunjung ideologi liberal. Akan tetapi, penulis
tetap melihat pada sisi positif yang memang diupayakan dalam teori nalar
publik Rawls supaya nalar-nalar tiap individu-individu sebagai warga

negara dapat diakomodir oleh Negara.

2. Posisi Nalar Publik dalam Konstitusi

Secara konstitusi, konsep Rawls tentang nalar publik menempatkan
posisinya pada seperangkat aturan yang disepakati secara bersama-sama
serta dapat dijadikan sebagai wujud integrasi di dalam masyarakat yang
plural. Dengan begitu, konsep nalar publik Rawls menekankan perhatian
tersendiri di masyarakat. Tentu tidak semua kelompok masyarakat
menyetujui begitu saja terhadap penerapan konsep ini. Mereka cenderung
mengaplikasikan prinsip-prinsip keyakinan kelompok mereka sebagai cara
untuk memahami keadaan sosial secara umum.

Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang mampu menjamin
serta mengakomodir ideologi-ideologi masyarakat di dalamnya, baik itu
sekuler maupun yang berdasarkan agama. Masyarakat sendiri dalam hal
ini merupakan unsur penting karena mereka termasuk pelaku utama bagi

konstitusi suatu negara itu sendiri, khususnya bagi pejabat pemerintahan
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maupun kandidat pejabat publik. Tentunya ketika nalar publik itu
dijadikan sebagai salah satu landasan penyusunan suatu Kkonstitusi,
memberikan kesempatan dan hak yang setara bagi golongan masyarakat
tertentu yang dahulvunya tidak mendapat tempat di masyarakat. Dengan
konsep ini jelasnya juga sedikit akan mengubah tatanan sosial masyarakat

dari yang telah ada sebelumnya.

3. Konsep Kebebasan Beragama Menurut John Rawls

Kebebasan beragama merupakan suatu keadaan dimana setiap
pemeluk agama dapat melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan atas
agamanya tersebut dengan rasa aman. Menurut definisi umum, kebebasan
adalah seseorang (atau orang-orang) yang bebas (atau tidak bebas) dari
suatu batasan (atau serangkaian batasan) untuk dilakukan (atau untuk tidak
dilakukan). Kebebasan menurut Isaiah Berlin, dibagi menjadi dua bentuk
yaitu bentuk positif dan negatif. Kebebasan dalam bentuk positif berarti
‘apa atau siapa’, yang bertindak sebagai sumber hukum yang bisa
menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan, atau mendapatkan
suatu  kebebasan. Sementara kebebasan dalam bentuk negatif
bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati
atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang
dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain™. Selain

itu, jika kebebasan dikaitkan dengan konteks kehidupan beragama, maka

43

1> Rohidin, “Konstruksi Baru Kebebasan Beragama”, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015),
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kebebasan beragama mengandung pengertian bahwa setiap individu
memiliki kebebasan untuk memeluk maupun tidak memeluk suatu
agama’®.

Rawls mengasumsikan bahwa kebebasan dapat dijelaskan melalui
tiga hal, antara lain: para pelaku yang bebas, batasan-batasan atau
pelarangan yang dibebaskan dari mereka, dan apa yang bebas atau tidak
boleh mereka lakukan'’. Namun tentunya tidak semua persoalan terkait
kebebasan dapat diketahui melalui beberapa hal tersebut, karena bisa jadi
itu tidak diperlukan dan tergantung pada konteks permasalahan kebebasan
yang terjadi. Perihal kebebasan dalam beragama, John Rawls
menitikberatkan pada hal tentang kesetaraan. Dalam konsepnya, ia cukup
banyak membahas kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan
konstitusional dan hukum. Pada bagian ini kebebasan selalu berbentuk
seperti tiga hal yang telah disebutkan di atas. Jadi disini kebebasan
merupakan suatu sistem tertentu yang berasal dari norma-norma publik
yang mana menentukan hak dan kewajiban dari tiap-tiap masyarakatnya.

Rawls juga berpendapat bahwa kebebasan beragama secara
normatif bergantung pada spesifikasi kebebasan-kebebasan lain yang ada.
Hal ini termasuk sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun
konstitusi yang diperuntukkan bagi tatanan kebebasan beragama tersebut.
Dan kesetaraan yang menjadi fokus Rawls sebagai inti konsep kebebasan

dalam berkeyakinan, sejatinya memiliki argumen-argumen. Pertama,

16 H
Ibid, 45
7 John Rawls, “Teori Keadilan”, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), 253



25

bahwa kebebasan-kebebasan dasar baik itu kebebasan berkeyakinan,
kebebasan pikiran, kebebasan politik, atau kebebasan individu yakni harus
dinilai sebagai satu keseluruhan sebagaimana dilindungi oleh norma
hukum. Kedua, bahwasanya suatu kebebasan bisa menjadi tidak setara
apabila didapati satu golongan maupun individu memiliki kebebasan yang

lebih besar dibandingkan golongan atau individu yang lain®®.

4. Konstitusi Menjamin Kebebasan Beragama

Dalam permasalahan kebebasan beragama seringkali ditemukan
adanya ketidaksetaraan antara hak satu golongan atau individu dengan
golongan atau individu lainnya. Hal ini didorong pula dengan timbulnya
konflik SARA di tengah-tengah masyarakat yang plural. Adanya
ketidaksetaraan belum disadari dengan baik oleh berbagai pihak mulai dari
Negara maupun masyarakat sipil sebagai faktor pemicu tindak intoleransi.
Tentunya bukan hanya faktor tersebut saja, inilah yang bisa dijadikan
sebagai dasar acuan perlunya susunan peraturan yang mampu menjamin
keseluruhan kebebasan dalam mengekpresikan keagamaan dari golongan
maupun individu menurut keyakinan masing-masing.

Disini perlu diketahui untuk mengatur permasalahan yang
universal seperti ini dapat melihat kondisi-kondisi dari berbagai sudut
pandang. Karena dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kondisi

hak-hak kebebasan dari warga negara, maka jelas ini merupakan situasi

'8 John Rawls, “Teori Keadilan”, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), 259
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sosial dalam kacamata negara. Dengan kondisi yang sedemikian rupa,
jelasnya menuntut masyarakat yang berkedudukan sebagai warga negara
berhak dijamin dan diakomodir oleh Negara. Jadi, perlu ada suatu susunan
sistem atau peraturan yang mampu menjamin nalar masyarakat secara
keseluruhan.

Dalam konteks kenegaraan, konstitusi yang mana merupakan salah
satu suatu unsur vital bagi proses keberlangsungan sistem peraturan
kepemerintahan cukup obyektif untuk dijadikan sebagai solusi atas
permasalahan dalam pengakomodiran hak-hak kebebasan yang mendasar
termasuk kebebasan beragama. Agama menurut kelompok tertentu,
memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Dan
pemerintah  Indonesia  sejatinya senantiasa berupaya mengawal
keberlangsungan hak kebebasan beragama, tentunya tetap berdasarkan
dasar negara yaitu Pancasila. Demikian Pancasila telah menunjukkan dua
hal yakni, pertama roh dari lima sila di dalamnya itu sendiri bersesuaian
dengan substansi ajaran agama. Kedua, Pancasila diperuntukkan menjaga
persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam

hal suku maupun agama®®.

¥ Mudjahirin Thohir, “Fundamentalisme Keagamaan Dalam Perspektif Kebudayaan”,
Jurnal Analisa Volume XVII No. 02, Juli — Desember 2010, 167





